
WALIKOTA PEKALONGAN

 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR  16  TAHUN  2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a.

b.

c.

d.

bahwa  Telekomunikasi  merupakan  sarana  publik  yang 
dalam  penyelenggaraannya  membutuhkan  infrastruktur 
menara  telekomunikasi, yang pembangunan  dan 
penggunaannya harus  memperhatikan  faktor  keamanan 
lingkungan,  kesehatan  masyarakat  dan  estetika 
lingkungan;

bahwa  penempatan  lokasi  menara  telekomunikasi  dan 
penetapan zona-zona  bagi  pembangunannya harus 
memperhatikan aspek tata ruang dan kepentingan umum; 

bahwa  retribusi  pengendalian  menara  telekomunikasi 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
penting  guna  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan 
daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 
mendorong kemandirian daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a,  huruf b, dan huruf  c,  perlu  menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1.

2.

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1950  tentang 
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar  dalam 
Lingkungan  Provinsi  Djawa  Tengah,  Djawa  Barat  dan 
Daerah  Istimewa  Jogjakarta,  sebagaimana  telah  diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan  Undang-Undang  Nomor  16  dan  17  Tahun 
1950  tentang  Pembentukan  Kota-Kota  Besar  dan  Kota-
Kota  Ketjil  di  Djawa  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum 
Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209);



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1992  tentang 
Penerbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  1992  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 3481);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 
Nomor  33,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3833);

Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang 
Telekomunikasi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  1999  Nomor  154,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor  3881);

Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2002  Nomor  134,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor  4247);

Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 
Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor  4389);

Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4437), sebagaimana 
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4844);

Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang 
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2007  Nomor   67,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor   68,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak 
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembagan  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang 
Pengendalian  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 
Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983 
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Nomor  3258),  sebagaimana  telah  diubah 
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010 
tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  1988  tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan,  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Pekalongan 
dan  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Batang  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1988  Nomor   42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3381);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2000  tentang 
Penyelenggaraan   Telekomunikasi  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 107,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3980);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2000  tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000 
Nomor  108,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor  3981);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2001  tentang 
Keamanan  dan  Keselamatan  Penerbangan  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4075);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang 
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara  Pemberian  dan Pemanfaatan Insentif  Pemungutan 
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomor 119,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007  tentang 
Pengesahan,  Pengundangan  dan  Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II 
Pekalongan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik PNS 
di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan  (Lembaran  Daerah  Kotamadya  Daerah 
Tingkat  II  Pekalongan  Nomor  11  Tahun  1989  Seri  D 
Nomor 4);

Peraturan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II 
Pekalongan  Nomor  5  Tahun  1992  tentang  “Pekalongan 
Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah 
Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, 
Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri 
D Nomor 8);

Peraturan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II 
Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi  Izin 
Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 
II  Pekalongan  Nomor  7  Tahun  1999  Seri  B  Nomor  5), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan  Nomor  4  Tahun  2007  tentang  Perubahan 
Atas  Peraturan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II 
Pekalongan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi  Izin 
Gangguan  (Lembaran  Daerah  Kota  Pekalongan  Tahun 
2007 Nomor 17);

Peraturan  Daerah  Kota  Pekalongan  Nomor  19  Tahun 
2000 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2000 Nomor 34 seri B Nomor 13), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 
2000 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 
tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail 
Tata  Ruang  Kota  (RUTRK/RDTRK)  Kota  Pekalongan 
Tahun 2003 - 2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Nomor 34 Tahun 2003 Seri D Nomor 29);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 
tentang  Bangunan  Gedung  (Lembaran  Daerah  Kota 
Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3);



32. Peraturan  Daerah  Kota  Pekalongan  Nomor  10  Tahun 
2009  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2009 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENYELENGGARAAN  DAN 
RETRIBUSI  PENGENDALIAN  MENARA  TELEKOMUNIKASI  DI 
KOTA PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4. Dinas  adalah  instansi  yang  bertanggung  jawab di  bidang  komunikasi  dan 
informatika.

5. Kepala  dinas  adalah  kepala  instansi  yang  bertanggungjawab  di  bidang 
komunikasi dan informatika.

6. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja 
perangkat  daerah  terkait  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  memberikan 
pertimbangan rekomendasi.

7. Menara  telekomunikasi,  adalah  bangun-bangun  untuk  kepentingan  umum 
yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan 
konstruksi  dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan 
umum  yang  struktur  fisiknya  dapat  berupa  rangka  baja  yang  diikat  oleh 
berbagai  simpul  atau  berupa bentuk tunggal  tanpa simpul,  di  mana fungsi, 
desain  dan  konstruksinya  disesuaikan  sebagai  sarana  penunjang 
menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. Penyelenggara Telekomunikasi  adalah perseorangan, koperasi, badan usaha 
milik  daerah,  badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha  swasta,  instansi 
pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.

9. Menara  Eksisting adalah  menara  telekomunikasi  yang  telah  berdiri  dan 
beroperasi di  Kota Pekalongan hingga periode disusunnya Cell Plan.

10. Menara  Bersama baru  adalah menara  yang ditetapkan di  atas  tanah yang 
secara  bersama  sama  digunakan  oleh  minimal  3  (tiga)  penyelenggara 
telekomunikasi.

11. Menara  Kamuflase adalah  bangunan  menara  untuk  Telekomunikasi  yang 
dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya 
dan  tidak  menampakkan  sebagai  bangunan  konvensional  menara  yang 
terbentuk dari simpul baja.



12. Pengelola  Menara  adalah  badan  usaha  yang  mengelola  dan/atau 
mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 

13. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, 
Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Swasta  yang  memiliki  dan 
mengelola  menara  telekomunikasi  untuk  digunakan  bersama  oleh 
penyelenggara telekomunikasi. 

14. Gambar  Teknis  adalah  gambar  konstruksi  dari  bangunan  menara 
telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian 
atas  dalam bentuk  gambar  arsitektural  dan  gambar  sipil/struktur  konstruksi 
yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya 
secara jelas dan tepat.

15. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius dua ratus meter (200 
meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menera  eksisting 
per  posisi  selama  kegiatan  penyusunan  cell  plan sampai  dengan 
ditetapkannya  Peraturan  Walikota  ini.  Apabila  dalam  zona  dimaksud  tidak 
dimungkinkan  secara  teknis  maka  ada  toleransi  tertentu  pada  saat 
perencanaan pembangunan. 

16. Zona  cell  plan baru  adalah zona area dalam radius  dua  ratus  meter  (200 
meter)  dari  titik  pusat area  cell  plan yang terdiri  atas zona-zona area yang 
berisikan menara  eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama 
dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-
menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis 
maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.

17. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis 
dan kepadatan telekomunikasi di Kota Pekalongan.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 
nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun, 
persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19. Cell  planing adalah  proses  perencanaan  dan  pembuatan  zona-zona  area 
untuk  penempatan  menara-menara  telekomunikasi  selular  dengan 
mengggunakan  standar  teknik  perencanaan  jaringan  selular  yang 
memperhitungkan  pemenuhan  kebutuhan  coverage area  layanan  dan 
kapasitas trafik layanan selular. 

20. Cell  plan  adalah  area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai 
daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.

21. Titik  Cell  Plan adalah titik pusat jari-jari  lingkaran yang diidentifikasi dengan 
koordinat  geografis  (longitude,  lattitude) yang  membentuk  zona  pola 
persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam 
peraturan ini.

22. Aset  Daerah  adalah  semua  kekayaan  yang  berwujud,  baik  yang  bergerak 
maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh 
Pemerintah  Daerah   yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  membangun  menara 
telekomunikasi.

23. Izin  Mendirikan Bangunan Menara,  yang selanjutnya disingkat  IMB Menara 
adalah  izin  mendirikan  bangunan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Kota, 
kepada  pemilik  menara  telekomunikasi  untuk  membangun  baru  atau 
mengubah  menara  telekomunikasi  sesuai  dengan  persyaratan  administrasi 
dan persyaratan teknis yang berlaku, dengan memperhitungan variabel fungsi 
luas area, ketinggian menara dan beban menara.



24. Izin Gangguan adalah izin pemberian tempat usaha / kegiatan kepada orang 
pribadi  atau  badan  di  lokasi  tertentu  yang  dapat  menimbulkan  bahaya, 
kerugian,  dan gangguan,  tidak  termasuk tempat  usaha/kegiatan yang telah 
ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

25. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di 
dalam  tanah  dan/atau  air,  yang  berfungsi  tidak  sebagai  tempat  manusia 
melakukan kegiatan.

26. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat 
radio  selular  (berikut  antenna-nya)  yang  berfungsi  untuk  menghubungkan 
antara  handphone  dengan  perangkat  selular,  yang  memiliki  kapasitas 
penanganan percakapan dan volume data  (traffic handling capacity),  dimana 
sebuah BTS dan beberapa BTS dapat  ditempatkan dalam sebuah menara 
telekomunikasi.

27. Kawasan  Keselamatan  Operasi  Penerbangan,  yang  selanjutnya  disingkat 
KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan 
ketentuan KKOP.

28. BTS  Mobile adalah  sistem  BTS  yang  bersifat  bergerak  dibangun  secara 
temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang 
tertentu  dan  digunakan  oleh  penyelenggara  telekomunikasi  sebagai  solusi 
sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi 
kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler. 

29. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang 
menghubungkan  berbagai  elemen  jaringan  telekomunikasi  yang  dapat 
berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station 
Controller  (BSC)/  Radio  Network  Controller (RNC),  dan  jaringan  transmisi 
utama (backbone transmission).

30. Corporate  Social  Responsibility, yang  selanjutnya  disingkat  CSR  adalah 
partisipasi  dan  peran  serta  penyelenggara  telekomunikasi/Provider dalam 
akselerasi kegiatan pembangunan daerah.

31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.

32. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus 
disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan 
orang pribadi atau Badan.

33. Retribusi  pengendalian  menara  telekomunikasi  adalah  pungutan  Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan 
pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara 
telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya 
menara  telekomunikasi  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.

34. Jasa  Umum  adalah  jasa  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  Pemerintah 
Daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta  dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

35. Izin  Lokasi  /  Fungi  Ruang  Kota  adalah  izin  yang  diterbitkan  oleh  Walikota 
melalui instansi yang membidangi perizinan berupa dokumen persetujuan atau 
bukti  legalitas kepada perusahaan baik pereorangan maupun badan hukum 
untuk melakukan kegiatan usaha/investasi sesuai dengan rencana penataan 
ruang kota.

36. Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang  menurut  peraturan 
perundang-undangan  retribusi  diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.



37. Masa Retribusi  adalah suatu  jangka waktu  tertentu  yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

38. Surat  Setoran  Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat  SSRD,  adalah 
bukti  pembayaran  atau  penyetoran  retribusi  yang  telah  dilakukan  dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
surat  ketetapan retribusi  yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang.

40. Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  Lebih  Bayar,  yang  selanjutnya  disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran  retribusi  karena  jumlah  kredit  retribusi  lebih  besar  daripada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

41. Surat  Tagihan  Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat  STRD,  adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda.

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah dan retribusi daerah.

43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari  serta  mengumpulkan bukti  yang dengan bukti  itu  membuat  terang 
tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

44. Penyidikan tindak pidana di  bidang perpajakan daerah dan retribusi  adalah 
serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  untuk  mencari  serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 
bidang  perpajakan  daerah  dan  retribusi  yang  terjadi  serta  menemukan 
tersangkanya

45. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan 
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil  adalah Pejabat Pegawai Negeri  Sipil  tertentu 
dilingkungan  Pemerintah  Daerah  yang  diberi  wewenang  khusus  sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan 
menara telekomunikasi.

BAB II
ASAS-ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Asas-Asas Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 2

Penyelenggaraan  Menara  Telekomunikasi  berlandaskan  asas  keselamatan, 
keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya serta 
kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi.



Bagian Kedua
Tujuan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

Pengaturan  penyelenggaraan menara telekomunikasi bertujuan untuk :
a. mewujudkan  menara  telekomunikasi  yang  fungsional  dan  handal  sesuai 

dengan fungsinya;
b. mewujudkan  menara  telekomunikasi  yang  menjamin  keandalan  bangunan 

menara  telekomunikasi  sesuai  dengan  asas  keselamatan,  keamanan, 
kesehatan, keindahan, kaidah tata ruang dan keserasian dengan lingkungan 
serta kejelasan informasi dan identitas;

c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara 
telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Prinsip Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 
berikut:
a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja 

cakupan layanan telekomunikasi  yang baik dengan mengambil  ruang untuk 
menara telekomunikasi secara efisien dan resiko yang minimal;

b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi 
harus  digunakan  seoptimal  mungkin  dan  efisien  baik  dalam  pemilihan 
teknologi, penggunaan menara telekomunikasi maupun desain jaringannya;

c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi menjadi salah 
satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan 
nilai ekonomisnya;

d. penyelenggara menara telekomunikasi wajib berpartisipasi dan berperan serta 
dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program CSR; 

e. petunjuk  pelaksanaan  program  CSR sebagaimana  dimaksud  huruf  d  akan 
diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB III
PENYELENGGARAAN  PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BARU

DAN PENEMPATAN BTS

Pasal 5 

(1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi.
(2) Penyedia  menara  telekomunikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), 

merupakan:
a. penyelenggara telekomunikasi; atau
b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

Pasal   6

Standar baku pembangunan menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :
a. ketersediaan lahan sesuai  dengan kebutuhan teknis  pembangunan menara 

telekomunikasi;
b. ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang 

diatur sesuai dengan KKOP; 



c. struktur  menara  telekomunikasi  harus  mampu menampung paling  sedikit  3 
(tiga)  Penyelenggara  Telekomunikasi  dengan  memperhatikan  daya  dukung 
menara bersama; dan

d. pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu 
untuk  menjamin  keselamatan  bangunan  dan  lingkungan  dengan 
memperhitungkan  faktor-faktor  yang  menentukan  kekuatan  dan  kestabilan 
konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan 
menara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal  7

(1) Penyedia  Menara  Telekomunikasi  wajib  mengasuransikan  menara 
telekomunikasinya.

(2) Pihak asuransi menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari 
adanya bangunan menara telekomunikasi.

(3) Surat  jaminan  dari  penyedia  menara  dan  surat  jaminan  dari  asuransi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terlampir dalam pengajuan izin 
pendirian menara telekomunikasi.  

(4) Penyedia  menara  telekomunikasi  harus  menyelesaikan  pelaksanaan 
pembangunan  menara  telekomunikasi  yang  dimohon  secara  keseluruhan 
pada waktu yang telah ditentukan.

(5) Kewajiban  pemenuhan  waktu  pembangunan  menara  telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (4),  tidak  berlaku apabila  terjadi  kondisi 
diluar kuasa penyedia menara telekomunikasi.

Pasal 8

Penyedia menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi dapat 
memanfaatkan  barang  atau  aset  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 9

(1) Menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah 
berdiri  dan telah memiliki IMB Menara, tetap digunakan dan wajib berfungsi  
sebagai menara bersama.

(2) Dikecualikan  pada  ayat  (1)  bagi  menara  telekomunikasi  yang  daya 
tampungnya kurang dari 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi untuk merubah 
konstruksi menara. 

(3) Permohonan  pembangunan  menara  telekomunikasi  baru  di  zona  cell  plan 
eksisting menyesuaikan dengan menara-menara eksisting yang dipergunakan 
untuk menara bersama.

Pasal 10

Pembangunan menara telekomunikasi baru hanya diperbolehkan pada :
a. zona cell plan menara telekomunikasi baru; 
b. zona  cell  plan menara  eksisting ketika  menara-menara  eksisting sudah 

dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara 
telekomunikasi.



BAB IV
PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal  11

(1) Penempatan  lokasi  menara  telekomunikasi  dibagi  dalam  wilayah  dengan 
memperhatikan  potensi  ketersediaan  lahan  yang  tersedia,  perkembangan 
teknologi,  permintaan  jasa-jasa  telekomunikasi  baru  dan  kepadatan 
pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan 
ruang,  tata  bangunan,  estetika  dan  keamanan lingkungan  serta  kebutuhan 
telekomunikasi  pada  umumnya  termasuk  kebutuhan  luasan  area  menara 
telekomunikasi.

(2) Penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), harus sesuai dengan cell plan.

(3) Cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan paling jauh 
radius 200M  (dua ratus) meter. 

(4) Pembangunan  Menara  Bersama  Telekomunikasi  pada  zona  menara  baru 
sekurang-kurangnya  dipergunakan  oleh  3  (tiga)  penyelenggara 
telekomunikasi,  dan  pembangunan  menara  telekomunikasi  berikutnya 
memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

(5) Cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tertuang dalam Lampiran II, III 
dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Untuk  kepentingan  pembangunan  menara  telekomunikasi  khusus  yang 
memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan metereologi dan geofisika, 
televisi,  siaran  radio,  navigasi  penerbangan,  pencarian  dan  pertolongan 
kecelakaan,  amatir  radio  komunikasi  antar  penduduk  dan  penyelenggara 
telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan 
telekomunikasi  utama  (Backbone) dikecualikan dari  ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Pembangunan  jaringan  utama  dan  struktur  jaringan  utama  eksisting yang 
dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

(3) Pembangunan menara  kamuflase dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di 
luar cell plan dan pada kawasan cagar budaya. 

(4) Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat 
pemberitahuan  penempatan  BTS  mobile yang  ditujukan  kepada  Walikota 
melalui instansi yang membidangi perizinan, tentang lokasi koordinat dan lama 
waktu operasional dari BTS  mobile sesuai dengan titik koordinat yang telah 
ditetapkan.

(5) Penempatan BTS  Mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam 
radius tinggi menara telekomunikasi dari BTS mobile.

(6) Penyelenggara telekomunikasi  dapat menempatkan:
a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter 

dari  permukaan  atap  bangunan  gedung  sepanjang  tidak  melampaui 
ketinggian  maksimum  selubung  bangunan  gedung  yang  diizinkan,  dan 
konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau

b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang 
lampu  penerangan  jalan  dan  sebagainya,  sepanjang  konstruksi 
bangunannya mampu mendukung beban antena.



Pasal 13

(1) Setiap menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan Identitas Hukum dan 
penggunaan  menara  telekomunikasi  yang  meliputi  Pemilik  Menara 
Telekomunikasi,  Penyedia  Jasa  Konstruksi,  Pengelola  Menara,  Tahun 
Pembuatan  Menara  Telekomunikasi,  Beban  Maksimum  Menara 
Telekomunikasi, Alamat Menara Telekomunikasi, Koordinat Geografis, Nomor 
IMB  Menara,  Tanggal  IMB  Menara,  Nomor  Izin  Gangguan,  Tanggal  Izin 
Gangguan,  Tinggi  Menara  Telekomunikasi,  Luas  Area  Site,  Daya  Listrik 
terpasang  dan  Data  BTS/penyelenggara  telekomunikasi yang terpasang  di 
menara telekomunikasi.

(2) Setiap  menara  telekomunikasi  wajib  dilengkapi  dengan  sarana  pendukung 
minimal, yang meliputi :
a. pentanahan (grounding);
b. penangkal petir;
c. catu daya;
d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);
f. bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar keliling.

BAB V
PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI 

Pasal 14

Penyedia Menara yang memiliki  menara telekomunikasi atau Pengelola Menara 
harus  memberikan  kesempatan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  kepada  para 
Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi 
miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi.

Pasal  15

(1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan 
perundang-undangan  yang  terkait  dengan  larangan  praktek  monopoli  dan 
persaingan usaha tidak sehat.

(2) Penyedia  Menara  dan/atau  Pengelola  Menara  harus  menginformasikan 
ketersediaan  kapasitas  menara  telekomunikasinya  kepada  calon  pengguna 
menara telekomunikasi secara transparan.

(3) Penyedia  Menara  dan/atau  Pengelola  Menara  wajib  menggunakan  sistem 
antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi yang 
lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi 
dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

Pasal 16

Penyedia  Menara  dan/atau  Pengelola  Menara  wajib  melaporkan  penggunaan 
menara telekomunikasinya setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Walikota melalui 
Kepala Dinas.



BAB VI
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal  17

(1) Setiap  pembangunan  menara  telekomunikasi  dan  penambahan  BTS  baru, 
wajib memiliki Perizinan.

(2) Perizinan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diajukan  secara  tertulis 
kepada Walikota melalui instansi yang menangani bidang perizinan.

(3) Jenis  perizinan  yang  harus  dipenuhi  dalam  rangka  pendirian  menara 
telekomunikasi adalah :
a. Izin Lokasi / Fungsi Tata Ruang Kota.
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.
c. Izin Gangguan (HO) Menara.

(4) Persyaratan  permohonan  Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), 
disesuaikan dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

(1) Penyedia  Menara  dapat  melakukan  kerjasama  dengan  Pemerintah  Kota 
Pekalongan  dalam  rangka  pemeliharaan  menara  telekomunikasi  melalui 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha lainnya. 

(2) Kerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  wajib  memperhatikan 
ketentuan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  larangan  praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB VIII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 19

Tata  Cara Pengawasan,  pengendalian  dan  perlindungan  terhadap  keberadaan 
menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi 
atas  pendirian/pembangunan menara telekomunikasi di Kota Pekalongan.

Pasal 21

Objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang 
untuk  menara  telekomunikasi  dengan  memperhatikan  aspek  tata  ruang, 
keamanan, dan kepentingan umum.



Pasal 22

Subjek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Orang pribadi atau 
Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi,

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Retribusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  adalah  golongan  atau  jenis 
retribusi jasa umum.

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas pelayanan pengendalian dan 
pengawasan  serta  pemberian  jasa  keamanan  menara  telekomunikasi  yang 
diberikan  oleh  pemerintah  Daerah  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang 
memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 25

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi  ditetapkan sebesar 2% (dua 
persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak 
bumi dan bangunan menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Retribusi

Pasal 26

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:
a. pembiayaan  operasional  jasa  pelayanan  pengawasan  dan  pengendalian, 

pengecekan dan  pemantauan terhadap perizinan, keadaan fisik dan potensi 
kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi;

b. pembiayaan  penanggulangan  keamanan  dan  kenyamanan,  biaya 
perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum serta biaya penataan ruang 
dan pemulihan keadaan.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 27

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi  Pengendalian Menara Telekomunikasi  dipungut dengan SKRD. 
(3) Tata  cara  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  pengendalian  menara 

telekomunikasi diatur dengan Peraturan Walikota.



Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan

Pasal 28

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah 
daerah tempat menara telekomunikasi berlokasi.

Bagian Ketiga
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 29

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jangka waktu selama 
1  (satu)  tahun  yang  merupakan  batas  waktu  bagi  wajib  retribusi  untuk 
memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Kota Pekalongan.

Pasal 30

Retribusi  pengendalian  menara  telekomunikasi  terutang  terjadi  pada  saat 
diterbitkan SKRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 31

(1) Pembayaran retribusi  pengendalian menara telekomunikasi dilakukan di Kas 
Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan 
menggunakan SKRD.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas 
Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(3) Tata  cara  pembayaran  retribusi  pengendalian  menara  telekomunikasi  yang 
dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan 
Peraturan Walikota.

Pasal 32

Pembayaran  retribusi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  31  harus  dilakukan 
secara tunai/lunas.

Pasal 33

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diberikan tanda 
bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima
Penagihan Retribusi

Pasal 34

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 



(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului 
dengan Surat Teguran.

(3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau 
Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi 
terutang.

(5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota 
atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Bentuk  formulir  yang  dipergunakan  untuk  pelaksanaan  penagihan  retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusí

Pasal 36

(1) Walikota  dapat  memberikan  pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan 
retribusi.

(2) Tata  cara  pemberian  pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Keberatan

Pasal 37

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota 
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD .

(2) Keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  diajukan  secara  tertulis 
dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, 
kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan  keberatan  tidak  menunda  kewajiban  membayar  Retribusi  dan 
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.



(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  adalah untuk memberikan 
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus 
diberi keputusan oleh Walikota.

(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Walikota tidak memberi  suatu keputusan,  keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan.

Pasal 39

(1) Jika  pengajuan  keberatan  dikabulkan  sebagian  atau  seluruhnya,  kelebihan 
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan.

(2) Imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung  sejak  bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

(1) Atas  kelebihan  pembayaran  Retribusi,  Wajib  Retribusi  dapat  mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya 
permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  Retribusi  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran  Retribusi  dianggap  dikabulkan  dan  SKRDLB harus  diterbitkan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, 
kelebihan  pembayaran  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
langsung  diperhitungkan  untuk  melunasi  terlebih  dahulu  utang  Retribusi 
tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1)  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  bulan  sejak 
diterbitkannya SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, 
Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(8) Tata  cara  pengembalian  kelebihan  pembayaran  Retribusi  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

(1) Hak  untuk  melakukan  penagihan  Retribusi  menjadi  kedaluwarsa  setelah 
melampaui  waktu  3 (tiga)  tahun terhitung sejak  saat  terutangnya Retribusi, 
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa  penagihan  Retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau



b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun 
tidak langsung.

(3) Dalam hal  diterbitkan Surat  Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) 
huruf  a,  kedaluwarsa  penagihan  dihitung  sejak  tanggal  diterimanya  Surat 
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan  utang  Retribusi  secara  langsung  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat  (2)  huruf  b  adalah Wajib  Retribusi  dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Kota Pekalongan.

(5) Pengakuan  utang  Retribusi  secara  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau  penundaan  pembayaran  dan  permohonan  keberatan  oleh  Wajib 
Retribusi.

Pasal 42

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata  cara  penghapusan  piutang  Retribusi  yang  sudah  kedaluwarsa  diatur 
dengan Peraturan Walikota. 

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

(1) Instansi  yang  melaksanakan  pemungutan  Retribusi  sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 20, dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  Pemerintah  Kota 
Pekalongan  diberi  wewenang  khusus  sebagai  penyidik  untuk  melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau  badan  tentang  kebenaran  perbuatan  yang  dilakukan  sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta  keterangan  dan  bahan  bukti  dari  orang  pribadi  atau  badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa  buku,  catatan,  dan  dokumen  lain  berkenaan  dengan  tindak 
pidana di bidang retribusi;



e. melakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  bukti  pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh  berhenti  dan/atau  melarang  seseorang  meninggalkan  ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas  orang,  benda,  dan  atau  dokumen  yang  dibawa  sebagaimana 
dimaksud pada huruf e;

h. memotret  seseorang  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  di  bidang 
retribusi;

i. memanggil  orang  untuk  didengar  keterangannya  dan  diperiksa  sebagai 
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan  tindakan  lain  yang  perlu  untuk  kelancaran  penyidikan  tindak 

pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui  Penyidik  Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia,  sesuai  dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak 
atau kurang bayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Pembinaan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  ini  dilakukan  oleh 
Walikota Pekalongan.

(2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
dilakukan oleh Tim Teknis.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



Pasal 48 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kota Pekaiongan. 

Ditetapkan di Pekaiongan, 

pada tanggal 8 Juli 2011 

WALIKOTA PEKALONGAN,  

Cap 
ltd 

rv1OHAMAD BASYIR AHMAD 

Diundangkan di Pekalongan 
pada tanggal 8 Juli 2011 

SEKRETARIS DAERAH  

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda 

NIP. 19551212 198503 1 017 

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN 
TAHUN 2011 NOMOR 16 



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR  16  TAHUN  2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI 

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan,  peningkatan  pelayanan  dan 
kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diberi  hak dan kewajiban mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi 
dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada 
masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak 
menyelenggarakan  penataan,  pengawasan  dan  pengendalian  menara 
telekomunikasi serta mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan 
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang 
menempatkan  perpajakan  sebagai  salah  satu  perwujudan  kenegaraan, 
ditegaskan  bahwa  penempatan  beban  kepada  rakyat,  seperti  pajak  dan 
pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan 
demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan 
pada Undang-Undang.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi  yang ada saat  ini  kurang 
mendukung  pelaksanaan  otonomi  Daerah.  Pemberian  kewenangan  yang 
semakin  besar  kepada  Daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan 
pelayanan  kepada  masyarakat  seharusnya  diikuti  dengan  pemberian 
kewenangan  yang  besar  pula  dalam  perpajakan  dan  retribusi.  Basis  pajak 
kabupaten  dan  kota  yang  sangat  terbatas  mengakibatkan  Daerah  selalu 
mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pengeluarannya.  Dengan 
demikian,  ketergantungan  Daerah  yang  sangat  besar  terhadap  dana 
perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas 
Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran 
secara  efisien  dan  masyarakat  setempat  tidak  ingin  mengontrol  anggaran 
Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  penyelenggaraan  otonomi  daerah, 
Pemerintah  Daerah seharusnya diberi  kewenangan yang lebih  besar  dalam 
perpajakan dan retribusi.  Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  perluasan 
kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas 
basis  pajak  dan  retribusi  Daerah  serta  memberikan  kewenangan  kepada 
Daerah dalam penetapan tarif.

Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  juga  dilakukan  perluasan  terhadap 
beberapa  objek  Retribusi  dan  penambahan  jenis  Retribusi.  Retribusi  Izin 
Gangguan  diperluas  hingga  mencakup  pengawasan  dan  pengendalian 
kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan 
ketertiban,  keselamatan,  atau  kesehatan  umum,  memelihara  ketertiban 
lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 



4  (empat)  jenis  Retribusi  baru  bagi  Daerah,  yaitu  Retribusi  Pelayanan 
Tera/Tera  Ulang,  Retribusi  Pelayanan  Pendidikan,  Retribusi  Pengendalian 
Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Berkaitan  dengan  pemberian  kewenangan  dalam  penetapan  tarif  untuk 
menghindari penetapan tarif retribusi yang tinggi yang dapat menambah beban 
bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi  kewenangan untuk 
menetapkan  tarif  retribusi   dalam  batas  maksimum  yang  ditetapkan  dalam 
Undang-Undang.  Berdasarkan  peraturan  pemerintah  masih  dibuka  peluang 
untuk  dapat  menambah  jenis  Retribusi  selain  yang  telah  ditetapkan  dalam 
Undang-Undang,   sepanjang memenuhi  kriteria  yang juga ditetapkan dalam 
Undang-Undang.   Adanya peluang untuk  menambah jenis  Retribusi  dengan 
peraturan  pemerintah  juga  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  penyerahan 
fungsi  pelayanan dan perizinan dari  Pemerintah kepada Pemerintah Daerah 
yang juga diatur dengan peraturan pemerintah. 

Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang 
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  kemampuan  Daerah  untuk  membiayai 
kebutuhan  pengeluarannya  semakin  besar  karena  Daerah  dapat  dengan 
mudah  menyesuaikan  pendapatannya  sejalan  dengan  adanya  peningkatan 
basis retribusi daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan 
tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak 
dan  retribusi  baru  akan  memberikan  kepastian  bagi  masyarakat  dan  dunia 
usaha  yang  pada  gilirannya  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran 
masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal  110  ayat  (1)  huruf  n  dan  pasal  124 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

        Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

         Cukup jelas.

Pasal 13

 Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Perseorangan atau Badan (Koperasi,  Badan Usaha Milik Daerah, Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta) dapat sebagai penyedia 
menara telekomunikasi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.



Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

 Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Pekalongan 
Nomor : 16 Tahun 2011 
Tanggal : 8 Juli 2011 

PEDOMAN 
PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI 

Persyaratan Struktur Bangunan Menara.  

A. Struktur Bangunan Menara. 
1. Setiap bangunan menara, strukturnya harus direncanakan dan 

dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi 
beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (safety), serta memenuhi 
persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur layanan yang 
direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, 
keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya. 

2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh 
aksi sebagai akibat dan i beban-beban yang mungkin bekerja selama umur 
layanan struktur, balk beban muatan tetap maupun beban muatan 
sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan 
serangga perusak. 

3. Dalam perencanaan struktur bangunan menara terhadap pengaruh gempa, 
semua unsur struktur bangunan menara, balk bagian dan i sub struktur 
maupun struktur menara, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa 
rencana sesuai dengan zona gempanya. 

4. Struktur bangunan menara harus direncanakan secara rind i sehingga 
apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang 
direncanakan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna 
bangunan menara menyelar iatkan did. 

5. Apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi 
likuifaksi, maka struktur awah bangunan menara harus direncanakan 
mampu menahan gaya Iikuifaksi tanah tersebut. 

6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, hams dilakukan 
pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan 
dalam Pedoman/Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan 
Bangunan Menara. 

7. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai 
rekomendasi hash l pemeriksaan keandalan bangunan menara, sehingga 
bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur. 

8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan menara 
seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus 
mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan 
pedoman dan standar teknis yang berlaku. 

9. Pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara 
sudah tidak laik fun gsi, dan setiap pembongkaran bangunan menara harus 
dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan 
masyarakat dan lingkungannya. 

10. Pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala 
sesuai klasifikasi bangunan, dan hams dilakukan atau didampingi oleh ahli 
yang memiliki sertifikat. 

11. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, 
pemeriksaan keandalan bangunan hams dilakukan secara berkala sesuai 
dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku. 



B. Pembebanan pada Bangunan Menara. 

1. Analisis struktur haws dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap 
beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayanan struktur, 
termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus. 

2. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cars bekerjanya beban harus 
mengikuti : 

a) SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk 
rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan 

b) SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah 
dan gedung, atau edisi terbaru. 

Dalam hal masih ada per syaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang 
belum mernpunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis. 

C. Struktur Atas Bangunan Menara. 

1. Konstruksi beton. 

Perencanaan konstruksi beton hams mengikuti 
a) SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding 

bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; 
b) SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk 

bangunan gedung, atau edisi terbaru; 
c) SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan 

blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau 
edisi terbaw; 

d) SNI 03-3976-1995 atau edisi terbaru; Tata cara pengadukan pengecoran 
beton. 

e) SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton 
normal, atau edisi terbaru; dan 

f) SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton 
ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru. 

Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak 
dan prategang harus mengikuti: 
a) Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton Pracetak 

dan Prategang untuk Bangunan gedung; 
b) Metoda Pengujian dan Penentuan Parameter Perencanaan Tahan 

Gempa Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan 
gedung; dan 

c) Spesifikasi Sistem dan Material Konstruksi Beton Pracetak dan 
Prategang untuk Bangunan gedung. 

Dalam hal masih ada per iaratan lainnya yang belum tertampung, atau 
yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman 
teknis. 

2. Konstruksi Baja 
Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti 
a) SNI 03-1729-2002 Tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, 

atau edisi terbaru; 
b) Tata Cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam 

perencanaan konstruksi baja; 
c) Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja; dan 



d) Tata Cara Pemeliharaan KonstrukrA Baja Selama Pelaksanaan 
Konstruksi. 

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau 
yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman 
teknis. 

D. Struktur Bawah Bangunan Men Ira. 

1. Pondasi Langsung. 

a) Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa 
sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan 
daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan 
tidak mengalami penurunan yang melampaui batas. 

b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori 
mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan 
parameter tanah yang ditemukan dan i penyelidikan tanah dengan 
memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah 
yang lain. 

c) Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dan i rencana 
dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli 
yang memiiki sertifikat. Penyelidikan tanah yaitu studi daya dukung 
tanah yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi terkait 
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah, meliputi : 
1) heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah ; dan 
2) kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat gaya-gaya luar 

seperti air, udara, dan iklim 
d) Pondasi langsung dapat dibuat dan i pasangan batu atau konstruksi 

beton bertulang. Penyelidikan tanah dilakukan dengan survai geoteknik 
dan/atau uji laboratorium sesuai kebutuhan, antara lain meliputi: 
1) interpretasi foto udara dan remote sensing; 
2) sumur uji; 
3) pemboran dangkal dan/atau dalam; 
4) uji sonder; 
5) penyelidikan metode geofisik; dan 
6) periyelidikan metode geolistrik. 

2. Pondasi Dalam 
a) Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah 

dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan 
tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan 
penurunan yang berIebihan atau ketidakstabilan konstruksi. 

b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori 
mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan 
parameter tanah yang ditemukan dan i penyelidikan tanah dengan 
memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah 
yang lain. 

c) Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam hams diverifikasi dengan 
percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam 
direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dan i faktor 
keamanan yang lazim. 

d) Percobaan pembebanan pada pondasi dalam hams dilakukan dengan 
berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya haws dievaluasi oleh 
perencana ahli yang rnemiliki sertifikat. 



e) Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1% dari 
jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik 
secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta 
disetujui oleh Dinas yang membidangi Bangunan Gedung. 

f) Pelaksanaan konstruksi bangunan menara harus memperhatikan 
gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan pada masa 
pelaksanaan konstruksi. 

g) Dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi taut 
yang dapat mengakibatkan korosif harus memperhatikan pengamanan 
baja terhadap korosi. 

h) Dalam hat perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan 
pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai paten 
dengan metode konstruksi yang beium dikenal, harus mempunyai 
sertifikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang. 

i) Apabila perhitungan struktur inenggunakan perangkat lunak, harus 
menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait yang 
sah menurut hukum. 

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tectampung, atau 
yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman 
tekn is. 
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Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Pekalongan 
Nomor : 16 Tahun 2011 
Tanggal : 8 Juli 2011 

GAMBAR PETA 
64 ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKAS BERSAMA 

DI KOTA PEKALONGAN 
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Lampiran III 	Peraturan Daerah Kota Pekalongan 
Nomor 	:16 Tahun 2011 
Tanggal : 8 Juli 2011 

Cell Plan Kota Pekalongan yang Berisikan Menara-Menara Eksisting 
Dengan Radius Zona adalah : 200 meter dari Titik Pusat Koordinat di bawah ini : 

No Site No Site Name Lon.itude Lattitude Status Kecamatan 
1 pk1 01 pkIbrt01 109.65 -6.90251 eksisiting Pekalongan Barat 
2 •kl 03 skibrt04 109.649 -6.89311 eksisitin• Pekalon•an Barat 
3 pk1_04 pkIbrt04 109.656 -6.89473 eksisiting Pekalongan Barat 
4 pkI 05 klbrt05 109.659 -6.90841 eksisitin Pekalon•an Barat 
5 ski 06 klbrt06 109.673 -6.91341 eksisitin Pekalon an Barat 

pkI 07 pkIbrt07 109.668 -6.90808 eksisiting Pekalongan Barat 
7 pkI 08 pkIbrt08 109.656 -6.90022 eksisiting Pekalongan Barat 
8 pkI 09 pkIbrt09 109.672 -6.90348 eksisiting Pekalongan Barat 

ski 11 partll 109.682 -6.90118 eksisitins Pekalon•an Barat 
10 ski 12 klbrt12 109.665 -6.8998 eksisitin Pekalon an Barat 
11 skI 13 klbrt13 109.665 -6.8949 eksisitins Pekalongan Barat 
12 pkI 15 •klbrt15 109.665 -6.88852 eksisitin Pekalongan Barat 
13 pkI 16 pkIbrt16 109.677 -6.89078 eksisiting Pekalongan Barat 
14 skI 17 klbrt17 109.682 -6.89264 eksisitin Pekalon an Barat 
15 skI 18 klbrt18 109.67 -6.8851 eksisitin Pekalon•an Barat 
16 skI 21 •kltmrl 109.692 -6.9027 eksisitins Pekalon an Timur 
17 pk1 22 pkItmr2 109.696 -6.91604 eksisiting Pekalongan Timur 
18 pk1_25 pkitmr5 109.684 -6.90983 eksisiting Pekalongan Timur 
19 ski 30 • kltmr10 109.688 -6.88708 eksisitin Pekalon • an Timur 
20 •kl 35 •kltmr15 109.702 -6.90601 eksisitins Pekalongan Timur 

21 ski 36 •kIsItn1 109.662 -6.91558 eksisitin Pekalongan Selatan 

22 ski 37 kIsItn2 109.654 -6.91517 eksisitins Pekalon an Selatan 
23 ski 49 •klutr2 109.683 -6.87204 eksisitin Pekalon an Utara 

24 pkI 50 pklutr3 109.681 -6.86453 eksisiting Pekalongan Utara 

25 ski 51 klutr4 109.676 -6.87068 eksisitins Pekalon• an Utara 

26 ski 52 sklutr5 109.669 -6.87463 eksisitin Pekalongan Utara 

27 skI 56 skiutr9 109.675 -6.88202 eksisitin Pekalonsan Utara 

28 ski 57 skiutrl0 109.676 -6.8771 eksisitins Pekalongan Utara 

29 pkI 60 pklutr13 109.676 -6.86062 eksisiting Pekalongan Utara 

30 pkI 61 pklutr14 109.67 -6.86934 eksisiting Pekalongan Utara 

31 pkI 62 pklutr15 109.667 -6.88084 eksisitins Peka Ion • an Utara 
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Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Pekalongan 
Nomor 	: 16 Tahun 2011 
Tanggal : 8 Juli 2011 

Cell Plan Kota Pekalongan untuk Pendirian Menara-Menara Baru Dengan Radius 
Zona adalah : 200 meter dari Titik Pusat Koordinat di bawah ini : 

No Site No Site Name Longitude Lattitude Status Kecamatan 
1 pkI 02 pklbrto2 109.646 -6.90958 new Pekalongan Barat 
2 pkI 10 pkIbrt10 109.671 -6.89466 new Pekalongan Barat 
3 pkI 14 pkIbrt14 109.65(3 -6.88668 new Pekalongan Barat 
4 pkI 19 pkIbrt19 109.679 -6.88657 new Pekalongan Barat 
5 pkI 20 pkIbrt20 109.654 -6.88294 new Pekalongan Barat 
6 pkI 23 pkItmr3 109.695 -6.88982 new Pekalongan Timur 
7 old 24 pkitmr4 109.711 -6.89186 new Pekalongan Timur 
8 pkI 26 _pkItmr6 109.728 -6.90457 new Pekalongan Timur 
9 pkI 27 pkItmr7 109.713 -6.9124 new Pekalongan Timur 

10 pkI 28 pkItmr8 109.722 -6.89561 new Pekalongan Timur 

11 pkI 29 pkItmr9 109.726 -6.91289 new Pekalongan Timur 
12 pkI 31 pkItmal 109,7 -6.89616 new Pekalongan Timur 

13 pkI 32 _pkItmr12 109.698 -6.88015 new Pekalongan Timur 

14 pkI 33 pkItmr13 109.683 -6.88265 new Pekalongan Timur 

15 pkI 34 pkItmr14 109.71 -6.90187 new Pekalongan Timur 

16 pkI 38 pkIsItn3 109.68 -6.9225 new Pekalongan Selatan 

17 old 39 pkIsItn4 109.675 -6.93213 new Pekalongan Selatan 

18 pkI 40 pkIsItn5 109.705 -6.92398 new Pekalongan Selatan 

19 pkI 41 pkIsItn6 109.716 -6.93067 new Pekalongan Selatan 

20 pkI 42 pkIsItn7 109.726 -6.92273 new Pekalongan Selatan 

21 pkI 43 pkIsItn8 109.728 -6.93561 new Pekalongan Selatan 

22 pkI 44 pkIsItn9 109.657 -6.9255 new Pekalongan Selatan 

23 pkI 45 pkIsitn10 109.643 -6.92186 new Pekalongan Selat3n 

24 plc' 46 pklsltnll 109.693 -6.93141 new Pekalongan Selatan 

25 pkI 47 pkIsItn12 109.712 -6.94084 new Pekalongan Selatan 

26 pki 48 pklutrl 109.706 -6.86677 new Pekalongan Utara 

27 pkI 53 pklutr6 109.656 -6.87233 new Pekalongan Utara 

28 pkI 54 pklutr7 109.65 -6.87486 new Pekalongan Utara 

29 old 55 pklutr8 109.659 -6.87736 new Pekalongan Utara 

30 pkf 58 pkfutal 109.695 -6.86864 new Pekafongan Utara 

31 okl 59 pklutr12 109.692 -6.86034 new Pekalongan Utara 

32 pkI 63 pklutr16 109.685 -6.87669 new Pekalongan Utara 

33 pkI 64 pklutr17 109.689 -6.87986 new Pekalon_gan Utara 
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